
GUDERNUR ~PUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G/ \~, /B.02/HK/2017 

HASIL EVALUASI
 
RAIfCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEK MESUJI
 

TEIfTANG PERUBAHAN' ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEK MESUJI
 
KOMaR 02 TABUK 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

~ Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 
Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, telah dievaluasi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 
Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan:	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973j500jKEUDA Tanggal 8 
Februari 2017 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak 
Daerah. 

MEMUTUSKAN: 
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MEMUTUSKAlf: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 
NOMOR 02 TABUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. 

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 
02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini. 

KEDUA : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan 
penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada Diktum Kesatu. 

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila 
Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, 
akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal \\ - 4· z. 0 '1 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan. 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI '~r /B.02/HK/2017 
TANGGAL: II - ~ - 2017 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 

Rumusan Penyempurnaan Rumusan Raperda Keterangan
 
1
 

Materi Raperda No 
3 4 52 

Diktum menimbang huruf c 
hUruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan 

Konsideran Menimbang1. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
disempumakan. 

Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak 
hUM a dan huruf b,	 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nemor 02 

Daerah. Tahun 2012 tentang Pajak Daerah~ 

1. Undang-Undang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Diktum mengingat : 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 

2. I Diktum Mengingat 
Daya Alam Hayat! dan Ekosistemnya (lembaran Negara Tahun - Angka 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 18 dan angka 20 
~19); disempurnakan. 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak' ­ Angka 6, 12, 14, 17, 21 
dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang­

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dan angka 22 dihilangkan, 

Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
dengan Surat Paksa	 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagalmana telah 

Indonesia Tahun ~ Nemor Qi, Tambahan Lembaran Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Republik Indonesia Nomor M+); Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); §, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

i. URgeRS 'a1RdSAi .'ef'llilF 7 latuoiR 2QQ4 'eAteRS ~wmbeF Qaye Air' ­ Angka 6 dihilangkan , UU 
(bembaFaR .'esaFs Re~wblik IRQeR9Sis laAWA 2004 .'8IfleF ad, tsb tidak secara langsung 
lsmlilsReR bemB8raR .18sare Re~wblik IR8SA88ia .'emeF 4377); terkait dalam pengaturan 

tentang pajak daerah. 
8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Mesuji dl Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji dl Provinsi Lampung (Lembaran Negara 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4933); 
11, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor iQia); Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5052); 

(
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12. IJAQ9RS YRoaRg NS~9F 12 1=aln'R aQ11 wAt9RS ~9~b9AtukaR - Angka 12 dihilangkan , UU No 12 
j;!9Fab.FaR P9FWR8aRg wReiilRgaA (laemBaraR ~J8gara REl,lIblik Tahun 2012 digunakan sebagai 
IRQElR9Sia la~wA 2911 ~J9m9r 1i3, l'ambiilR8R b9mbiilraR ~JElgaFa pedornan penyusunan shg tidak 

Rspwblik IAQ9RElsia ~ISJRiF 4939); pertu dicantumkan dalam 
konsideran mengingat. 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 14, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomer 5587) sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir Nemor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ~ dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 (Lembaran 
PElFwb8RQR I(Elawa Atai blA8aRg IJAeiilRg ~19Aulr ~a 1=aRl'R 2Q14 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
wAtaRg ~9m9riAtaRaA li)aeFaR (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679). 

14 PeratWFaR P9JAeriAtaR ~19~9r S TaAIlA 1QQQ teRtaRg - Angka 14 dihilangkan karena PP 
PemaR1aataA J9Ris laJR8aRg e9R S.va biar (bElJAOaraFl ~19gara nornor 8Tahun 1999 tidak secara 
R9fililBlik IR88RElsia TaRwA 19Q9 ~19JA8r 1fi, l'ambaRaA biJA~8FaR langsung terkait dalam 

~J9gaFa ~19m9r as(3)j pengaturan tentang pajak daerah 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang j;!80iFRaA 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4578); Nomor 4578); 

," 

17 PeratwraA P9mElFiAta~ ~19m9r as lSRliIA 2QQ7 t9RtaRg P9R:1bagiiilR Angka 17 dihilangkan ,. 
lei FWSSR Pem9FiRtaRaFl AFltara P9m9riRt9R, PeAl8riRt9ASFl QaeFaR pengaturan pembagian 
PreviRsi aaA PElm8RFltaRaR li)a8FaR I(ab..~at8Fl/l49t9 (L.8FFlo9raR urusan pemerintahan sudah 
~Jeg9ra R9pwolik IFldoFl8sia l'SRWR 2QQ7 ~19FR9r S2, lamBSR9R di atur dalam UU No 23 
b8R:1baraR ~19gara ~19m9r 4737)j tahun 2014. 

18, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomer 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111); Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) 

sebeaalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentangPerubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentana 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara ( Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5489); 

\
/ 
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~1 i 
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Peraturan Menteri Dalam Negeo Nomor 80 Tahun 2015 tentang 120. 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

KepwtwsaA MSAteli I;jalam MegeA ~IQmef 71 TaRWA 1999 teAtaRg 
PedeR:laR PeAgelelaaA daR PeAgwsahaaR _areAS iWfWRg Waist 
KepwtwsaA MSAteFi KehldtaflaA daA PeFkebYAaR ~19FR9f 

449fKPT_ 11/1999 teAtaRS PeRgelelaaA iWftiRg Walet gj loIabitat 
AlaR:li (IA Sity) gaR giIslabitat iwataA (ix Sitw) 

4 

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

5
 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 ~hun 2012 

Pasal13.	 I Satang Tubuh 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Iahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 
2012 ROmor 02, Tambahan Lembaran iaerah Kabupaten Mesuji nomor 2012 fiomor 02, Tambahan Lembaran Qaerah Kabupaten Mesuji 
3)diubah sebagai berikut: Nomor 3) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 7diubah, sehingga berbunyi sebagai bertkut: 
Pasal7 

1.	 Ketentuan Pasal7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal7 

Tarif Pajak Hotel ItQR:lfiat kes ditetapkan sebesar 10% (sepuluh Tarit Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
persen). 

2.	 Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai I 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dlubah, sehingga berbunyi sebagai 
bertkut: berikut: : 

PasaJ10 Pasal10 
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh 

( 
(3)	 Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang 

Restoran. 
melebihi Rp. 100.000,· (seratus ribu rupiah) perhari. 
disediakan Oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak 

(2)	 Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan 
makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di 
tempat lain. 

(3)	 Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang 
disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak 
melebihi 

(4)	 Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) 

Pasal1 disempumakan 

Pasal 7 disempumakan sesuai 
Pasal 35 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 

Pasal 10 disempumakan 
sesuai Pasal 37 Undang· 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai I 3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai I Pasal13 disempumakan. 
berikut: berikut: 

Pasal 13 Pasal 13 
Tarif Pajak Restoran/l-:ls8A8 CateFiRikJssQ l!e§l8 ditetapkan Tarit Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 
sebesar 10% (sepuluh persen). persen). 

(
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4. Ketentuan Pasal16 diubah, sehingga berbunyi sebagai belikut: 
Pasal16 

(1 ) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, talidan/atau busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
f. pertunjukan srkus, akrobat, sulap; 
g. permianan bilyar dan boling; 
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center); dan 
j. pertandingan Olahraga; dan 

(3) Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang 
diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. 

5. Ketentuan Pasal19 diubah, sehingga berbunyi sebagai belikut:: 
Pasal 19 

(1 ) Besarnya talif pajak hiburan ditetapkan sebagai belikut: 
a. jenis hiburan yang menggunakan saranafilm bioskop ditetapkan: 

1. Golongan Asebesar 20 %(dua puluh persen) 
2. Golongan 8 sebesar 15 %(lima belas persen) 
3. Golongan Csebesar 10 %(sepuluh persen) 
4. Pertunjukan Film keliling sebesar 5%(lima persen) 

b. penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian meliputi: 
1. pagelaran kesenian, tali dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokalltradisional sebesar 0% (nol 

persen); 
2. pagelaran kesenian, tali dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar...% (.................. 

persen); 
3. pagelaran kesenian, tali dan/atau pagelaran busana yang berkelas intemasional sebesar...% (......... 

persen); 
4. pagelaran musik yang berkelas lokalltradlslonal 0% (noI persen); 
5. pagelaran musik yang berkelas nasional 0% (nol persen); 
6. pagelaran musik yang berkelas intemasional 0% (nol penen); 
7. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas IokaUtradisional sebesar 0% (noI persen); 
8. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar .....%(..............persen); 
9. kontes kecantikan bina raga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar .....%(..............persen); 
10. pameran yang berifat non komersial sebesar...%(.................. persen); 
11. pameran yang berifatkomersial sebesar...%(.................. persen); 
12. pertandingan olahraga yang berkelas lokalltradislonal sebesar 0% (noI persen); 
13. pertandingan olahraga yang berkelas nasional s.besar .....%(..............persen); 
14. pertandlngan olahraga yang berkelas internaslonal seblsar .....%(..............persen); 

Tambahkan angka 4 dan 
angka 5 baru yang rnerubah 
Pasal16 dan Pasal19 untuk 
disesuaikan dengan Pasal 
42 Undang-Undang Nomor 
28 tahun 2009 tentang 
PORB dan Putusan MK 
Nomor 52/PUU-IX/2011. 

Pasal 19 disempurnakan, 
Pasal 45 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 

(
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4. Penetapan dan 
Pengundangan 

3 4 5 

4. 

5. 

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai benkut : 
Pasal 31 

(1) Tanl Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen). 
(2) Penggunaan tenaga listrik dan sumber lain oleh industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alam, tariff Pajak Penerangan Ja(an ditetapkan 
sebesar 3% (tigapersen). 

(3) Penggunaan tenaga Iistrik yang dihasilkan sendin, tariff Pajak 
Penerangan JaJan ditetapkan sebesar 1,5% (satukoma lima persen). 

Ketentuan Pasal50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 50 

TarifPajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % (limabelaspersen). 

d. diskotik, karaoke, klab malam, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes 
centre) sebesar 25 %(dua puluh lima persen); 

e. sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, boling sebesar 20% (dua puluh 
persen); 

e. pacuan kuda, kendaraan bennotor, dan perrnainan ketangkasan 
sebesar 20%(dua puluh persen); 

f. pertandingan olah raga ditetapkan 10 %(sepuluh persen); 
(2) Dikecualikan dan objek Pajak Hiburan adalah pagelaran kesenian rakyat, 

talitradisionallmusik tradisional. 
6. Ketentuan Pasal31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 31 
(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen). 
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alam, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 
sebesar 3% (tigapersen). 

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendin, tariff Pajak Penerangan 
Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satukoma lima persen). 

7. Ketentuan Pasal50 diubah, sehingga berbunyi sebagai benkut : 
Pasal 50 

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 %(limabelaspersen). 

Angka 4 dan 5 diubah 
menjadi angka 6 dan 7. 

Ditetapkan di Mesuji 
pada tanggal 2016 

8YJ:\A.+1 MIiSYcll 

Ditetapkan diMesuji 
padatanggal 

BUPATI MESUJI, 

Nama jabatan 
menetapkan 
mengundangkan 
simetris 

yang 
dan 

diketik 

KIoIAMI'.lAI KHAMAMI 

Diundangkan diMesuji 
pada tanggaJ 2016 

Diundangkan diMesuji 
pada tanggar 

&IiKRET/\RI8 QAI!R.a.~ KI't8YPA:re~1 MiiSUcll, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 

C 17 AI_CAU7J RIZAL FAUZI 

GUBERNUR LAMPUNG,
 


